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P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Batg

 

DEMi KEADiLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai gugat antara:

Selvi  Yulianingsi  binti  Sangkala,  umur  23  tahun,  agama Islam,  pendidikan

terakhir  SMA,  pekerjaan  Karyawan,  bertempat  tinggai  di  Jaian

Bete-Bete  (Letta),  Kelurahan  Letta,  Kecamatan  Bantaeng,

Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Suardi, T bin Tukijan,  umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan  PNS  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Bantaeng,

bertempat  tinggal  dahulu  di  Jalan  Eiang  (dekat  SMK  Negeri  1

Bantaeng),  Kelurahan  Pallantikang,  Kecamatan  Bantaeng,

Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Teian memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal

08  Januari  2016  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bantaeng  Nomor  28/Pdt.G/2016/PA.Batg  mengemukakan  hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggai  27 Desember 2009,  Penggugat  dengan Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

sebagaimana  bukti  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  346/63/XI1/2009

tertanggal 28 Desember 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup

bersama sebagai suami istri  dengan bertempat tinggal  di  rumah orangtua

Penggugat di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan

Penggugat danTergugat di BTN Lamaiaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten

Bantaeng  selama  4  bulan,  kemudian  kembali  lagi  ke  rumah  orangtua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan badan layaknya suami  isteri  (ba'da  dukhul),  namun

beium dikaruniai anak;

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  penggugat  dengan  tergugat  semula

berjalan  rukun  dan  baik,  teiapi  sejak  Desember  2013  antara  penggugat

dengan  tergugat  sering  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  penggugat  dengan  tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa  perselisihan  aniara  Penggugat  dan  Tergugat  pada  intinya

disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara iayak kepada Penggugat;

d. Tergugat suka marah terhadap Penggugat walaupun disebabkan 

oleh persoalan-persoaian kecil;

e. Tergugat punya sifat pecemburu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Oktober  2014  saat  mana  Tergugat  yang

mendengar  Penggugat  meneiepon  dengan  nasabah  Penggugat,  setelah

Tergugat  mendengar Penggugat  menelpon,  Tergugat  cemburu  dan marah

bahkan memukul Penggugat. Seteiah kejadian tersebut akhirnya Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang  tanpa  saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa  pihak  keluarga  penggugat  telah  berusaha  untuk  mendamaikan

penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama

sebagai  suami  isiri  dan  satu-satunya  jaian  yang  harus  ditempuh  adaiah

bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan  aiasan/dalii-daiii  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama Bantaeng  cq.  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  berkenan menjatuhkan  putusan yang  amarnya sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Suardi, T bin Tukijan

kepada Penggugat, Seivi Yuiianingsi binti Sangkala;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir daiam persidangan, sedangkan Tergugai tidak hadir dan tidak menyuruh

orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan

Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Batg masing-masing tanggai 18 Januari 2016 dan 28

Januari 2016 pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan

patut;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan

keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  oleh  karena  pihak  Tergugat  tidak  pernah  menghadiri

persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang

dinyatakan  tertutup  untuk  umum,  halmana  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oieh Penggugat;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  menghadiri  persidangan,  maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukii surai dan dua orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Bukti  Surat  yaitu  fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  Bantaeng,  Kabupaten  Bantaeng  Nomor  346/63/Xii/2009

tanggal  28  Desember  2009,  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan

sesuaidengan aslinya (bukti P.);

1. Saksi pertama Penggugat bernama Muliati binti Sudding. Saksi tersebut

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut:

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis

namun belum dikaruniai anak;

• Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

• Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

karena  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  yang  layak  dan  juga  sering

memarahi Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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• Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  yang

hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun;

• Bahwa upaya untuk merukunkan kembaii Penggugat dan Tergugat

teiah dilakukan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  kedua Penggugat  bernama  Rohani  binti  Darning.  Saksi  tersebut

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut:

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa seteiah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis,

namun belum dikaruniai anak;

• Bahwa  sejak  tahun  2013  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  disebabkan

karena  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  yang  iayak  dan  juga  sering

memarahi Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  yang

hingga saat ini teiah berlangsung seiama kurang lebih dua tahun;

• Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

telah

diiakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada  pokoknya  tetap  pada  dalil  gugatannya  dan  menyatakan  tidak  akan

menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah

Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adaiah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posiia gugatan Penggugat telah jelas

menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dengan  didasarkan  kepada  dalil  Penggugat  tentang  agama  Penggugat  dan

Tergugat  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  40  dan  Pasal  63  ayat  (1)  huruf  a

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasai 49 ayat (2)

angka  8  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  perkara  ini  termasuk

dalam kompetensi absoiut Peradiian Agama, maka Pengadiian Agama Bantaeng

berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  oien  karena  Penggugat  berdomisil  dalam  di

wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan

Pasal Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun  2006,  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  mempertimbangkan

mengenai  pokok  perkara,  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  mengenai  legai  standing  para  pihak  dalam  perkara  ini.

Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku

istri  sah  Tergugat  bermaksud  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap

Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti

surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan

Tergugat.  Bukti  yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah

dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta

yang  merupakan  akta  otentik  karena  diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh

pegawai  pencatat  nikah  setempat  selaku pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,

serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan

demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 
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serta memiliki  kekuatan yang mengikat dan sempurna  (volledig en bijdende),

sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak

yang tepat dalam perkara ini (legitima standi in judicio), in casu Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang,  bahwa Penggugat  senantiasa  menghadiri  persidangan,

sementara  Tergugat  ieiah  dipanggii  secara  resmi  dan  patut  untuk  datang

menghadap di  persidangan ternyata  tidak datang menghadap dan tidak  pula

menyuruh orang iain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak

pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, dan Pasai 26 Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun

1974 tentang Perkawinan, serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan

dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu aiasan yang sah,

maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama sebagaimana telah

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasai 31 ayat (1 dan 2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim telah  berupaya  menasihati

Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri

dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  di

persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara

ini  tidak layak untuk dimediasi  sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara

ini teiah diiaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka

hal ini telah sesuai dengan ketentuan Rasai 69 jo. Rasai 80 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,

Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat  dan

penjelasannya  di  depan  persidangan,  pada  pokoknya  alasan  gugatan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  adalah  karena  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dalam  rumah  tangganya

sehingga  sulit  untuk  dirukunkan  lagi,  alasan  tersebut  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasai  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  karenanya  secara

formal  gugatan  Penggugat  patut  untuk  diperiksa  dan  dipertimbangkan  iebih

lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat

tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan oleh

karenanya maka daiii-daiii gugatan Penggugat pada dasarnya diniiai teiah diakui

sehingga  menjadi  dalil  yang  tetap.  Namun  oleh  karena  perceraian  adalah

sesuatu yang sakral, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  pertama

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang

Nomor  50 tahun 2009 jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975,  menjelaskan  bahwa  Pengadiian  dapat  mengabulkan  gugatan
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Penggugat  setelah  cukup  jelas  hal-hal  yang  menyebabkan  perselisihan  itu

terjadi  dan  karenanya  majeiis  berpendapat  perlu  menemukan  fakta  apakah

benar  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  daiam  rumah  tangga,  bagaimana  kualitas  dan  kuantitas

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  apakah  yang  menjadi  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  dan  apakah  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut  telah  terjadi  terus  menerus  yang  tidak  mungkin

dirukunkan kembaii sehingga perceraian adalah jaian keiuar yang terbaik bagi

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan

antara Penggugat  dan Tergugat  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran,

maka untuk memenuhi ketentuan Pasai 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo.

Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,  maka Majelis

periu  mendengar  saksi  keluarga  dan  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  alasan-alasan  tentang

perselisihan  dan  pertengkarannya,  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti

berupa dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  telah  hadir  sendiri  ke

persidangan,  secara  hukum  tidak  terhalang  untuk  didengar  keterangannya

sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-

orang dekat dengan Penggugat, sesuai ketentuan Pasai 76 ayat (1) Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  pertama
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dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang

Nomor  50 tahun 2009 jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga

dinilai  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian  saksi.  Hal  ini  sesuai  pula

dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  kedua  saksi

Penggugat tersebut merupakan hai yang diketahui, didengar dan diaiami sendiri.

Keterangan kedua saksi juga saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil

gugatan Penggugat, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian. Oleh sebab

itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308

dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil

dan materil,  maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi

Penggugat  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan

penjeiasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua

orang  saksi  Penggugat,  Majelis  menemukan  fakta  yang  sudah  dikonstatir

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah

pada tanggal 27 Desember 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 Put. Nomor 

28/'Pdt.G/2016/PA.Batg

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  tidak

memberi nafkah yang layak dan juga sering memarahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugai berpisah tempai tinggai yang hingga saat

ini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali

hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan rasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

menyatakan bahwa perceraian dapai  terjadi  karena aiasan antara suami  dan

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  iagi  dalam  rumah  tangga.  Daiam  pasal  tersebut  terdapat

unsur-unsur yakni unsur “suami istri”, unsur “terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran”, serta unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  yang  unsur  “antara  suami  isteri”  dalam  pasal

tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat

dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggai 27 Desember 2009
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telah dan masih terikat  dalam perkawinan yang sah,  maka dapat dinyatakan

bahwa unsur tersebut telan terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  unsur  “terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran” daiam pasal iersebut, maka Majelis memandang

bahwa  suatu  rumah  tangga  dapat  dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika

hubungan antara pasangan suami isteri  sudah tidak iagi selaras, tidak saling

percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat

dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena dan

akhirnya  keduanya  berpisah  tempat  tinggal  yang  hingga  saat  ini  telah

berlangsung selama kurang iebih dua tahun serta sikap Penggugat menafikan

upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  saling  percaya  dan  saling

pengertian serta sudah tidak ada lagi  komunikasi  suami isteri  yang harmonis

yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi secara terus menerus. Oleh

karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur

“terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran”  dalam  pasai  tersebut

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah

diupayakan  untuk  kembali  rukun  yang  tidak  berhasil,  demikian  pula  dengan

upaya penasehatan yang dilakukan Majelis  Hakim dalam setiap  persidangan

yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan

bahwa unsur tersebut teiah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana

tersebut  di  atas,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  pecah  (breakdown  marriage) dan  sendi-sendi  rumah

tangga  telah  rapuh  serta  sulit  untuk  ditegakkan  kembaii.  Mempertahankan

rumah  tangga  seperti  demikian  tidak  akan  mampu  mewujudkan  tujuan
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perkawinan yaitu  terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah

dan rahmah sebagaimana dikemukanan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah iidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaiamana tersebut di

atas,  Majelis  berpendapat  bahwa  perkawinan  tersebut  apabiia  tetap

dipertahankan,  hanya  akan  menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar,  di

antaranya  hiiangnya  rasa  percaya  diri,  beban  psikis  maupun  lainnya  dari

masing-masing  pihak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  5  huruf  b  dan  Pasal  7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Penggugat dan Tergugat. Hai tersebut puia sejaian dengan kaidah hukum Islam

yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  alasan  perceraian  yang  diajukan  oieh

Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  unsur  Pasal  1S  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

islam, oleh karena itu sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut

untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang

sah  sementara  gugatan  Penggugat  berdasar  hukum  serta  beraiasan,  maka

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg,  gugatan  Penggugat

dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hai. 19 dari 13 Put. Nomor 28/Pdt.G/2016/PA.Batg

maka Pengadilan  memberi  izin  kepada  Penggugat  untuk  mengikrarkan  talak

satu  raj’i  terhadap  Tergugat  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Bantaeng,

sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradiian Agama sebagaimana teiah diruban pertama dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200.

ikrar tersebut akan ditetapkan hari sidangnya setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana teiah diubah pertama dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  Pasal  49  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana teiah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala

ketentuan perundang-undangan yang beriaku,  dan daiil  syar'i  yang berkaitan

dengan perkara ini;
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MENGADiLi

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  taiak  satu  ba'in  shugnra  Tergugat,  Suardi,  T bin  Tukijan

terhadap Penggugat, Selvi Yulianingsi binti Sangkala;

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Bantaeng  untuk

mengirimkan  salinan  putusan  ini  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap

kepada Pegawai  Pencatat  Nikah pada Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugai  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016

Masehi bertepatan dengan tanggai 24 Rabiuiaknir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.
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Rahmat sebagai  Ketua Majelis serta  Ruslan  Saleh,  S.Ag dan  Musrifah, S.Hi.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

oieh para Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Erwin Amir Betha, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs.Rahmat

   Hakim Anggota I,                                       Hakim Anggota II,

ttd ttd

    Ruslan Saleh, S.Ag                         Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran    : Rp.    30.000,-
2. Biaya ATK : Rp.    50.000,-
3. Biaya Panggilan       : Rp.  150.000,-
4. Biaya Meterai       : Rp    6.000,-
5. Biaya Redaksi                         : Rp.      5.000,-           
6. Jumlah                       : Rp.  241.000,-

          ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )
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